REPUBLIK INDONESIA

No.1719, 2019 KEMENKEU. Penyederhanaan Registrasi
Kepabeanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219/PMK.04/2019
TENTANG
PENYEDERHANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai registrasi kepabeanan telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
179/PMK.04 /2016 tentang Registrasi Kepabeanan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum,
meningkatkan pelayanan, serta simplifikasi terhadap
peraturan dan prosedur mengenai registrasi kepabeanan
dalam rangka percepatan perizinan kepabeanan dan
cukai dalam kemudahan berusaha, perlu melakukan
penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai registrasi
kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 29
ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Penyederhanaan Registrasi

Kepabeanan;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PENYEDERHANAAN REGISTRASI KEPABEANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disebut OSS
adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha
melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak



10.

11.
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sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang
diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak terkait validitas
NPWP dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum
yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean.

Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum
yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.

Pengusaha  Pengurusan Jasa Kepabeanan yang
selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban
pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.
Pengangkut adalah orang atau kuasanya yang
bertanggung jawab  atas  pengoperasian  sarana
pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang,
dan/atau yang berwenang melaksanakan kontrak
pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan
barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perhubungan.

Pengusaha dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone yang selanjutnya
disebut Pengusaha dalam FTZ adalah badan usaha yang
telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengusahaan
Kawasan.

Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT
adalah badan usaha yang memperoleh ijin dari instansi
terkait untuk menyelenggarakan pos berupa layanan
surat, dokumen, dan/atau paket sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
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Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang
selanjutnya disebut Pengusaha TPS adalah badan usaha
yang mengusahakan bangunan dan/atau lapangan atau
tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan
pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu
pemuatan atau pengeluarannya.
Penyelenggara/Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat
yang selanjutnya disebut Penyelenggara/Pengusaha TPB
adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan
pengelolaan bangunan, tempat, atau kawasan yang
memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk
menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan
mendapatkan penangguhan bea masuk.

Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor yang selanjutnya disebut Perusahaan Penerima
Fasilitas KITE adalah Pelaku Usaha yang memperoleh
fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor berupa
pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk
dan/atau pajak dalam rangka impor yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki
pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan
memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan
oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
Kementerian Keuangan.

Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang
diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin usaha dan
untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional
dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk
memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin
Komersial atau Operasional.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan

Pendaftaran.
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Pengguna Jasa adalah Pelaku Usaha yang akan
melakukan pemenuhan kewajiban pabean ke Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada
Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem
pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi
informasi maupun manual.

Pengguna Jasa Kepabeanan adalah Pengguna Jasa yang
telah mendapatkan Akses Kepabeanan.

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang
dilakukan oleh Pengguna Jasa ke Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai untuk mendapatkan Akses Kepabeanan.
Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem
integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik
dan berbasis web.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang
Kepabeanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea Dan
Cukai.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

Pengguna Jasa yang akan melakukan pemenuhan
kewajiban  pabean harus melakukan  Registrasi
Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk mendapatkan Akses Kepabeanan
dan untuk keperluan pendataan.

Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi Registrasi Kepabeanan dengan jenis

Akses Kepabeanan sebagai berikut:



